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           Bahwa para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang masih 
mengemban pendidikan di tingkat strata satu yakni mahasiswa Fakutas Hukum di 
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Provinsi Banten yang berjumlah enam orang.  

            Mengenai kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon adalah 
mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 
terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 

           Terkait kedudukan hukum para Pemohon, para Pemohon bertindak dalam 
kedudukannya sebagai mahasiswa fakultas hukum yang beranggapan hak konstitusionalnya 
telah dirugikan karena berlakunya penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 di mana para 
Pemohon yang merupakan mahasiswa yang memiliki perhatian akibat adanya putusan MK 
terkait jaminan fidusia yang justru telah menimbullkan ketidakpastian hukum terhadap 
eksekusi fidusia akibat putusan MK dalam perkara 18/PUU-XVII/2019 dan perkara 2/PUU-
XIX/2021 sehingga mengakibtkan timbulnya ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana 
dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dalam pertimbangannya, Mahkamah 
mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon akan dipertimbangkan bersama-sama 
dengan pokok permohonan karena kedudukan hukum para Pemohon telah berkaitan 
dengan pokok permohonan. 

Terkait dengan pokok permohonan, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya 
menyatakan  bahwa substansi pokok permohonan yang diajukan oleh para Pemohon terkait 
dengan inkonstitusionalitas norma Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 telah dimaknai 
oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 bertanggal 
6 Januari 2020 dan diperkuat kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-
XIX/2021 bertanggal 31 Agustus 2021.  

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terkait dengan 
Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 Mahkamah telah mempertimbangkan sebagai 
berikut: 
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“[3.19] Menimbang bahwa dengan telah dinyatakannya inkonstitusional terhadap  frasa 
“kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang  berkekuatan 
hukum tetap” dalam norma Pasal 15 ayat (2) dan frasa “cidera janji”  dalam norma Pasal 
15 ayat (3) UU 42/1999, meskipun Pemohon tidak memohonkan  pengujian Penjelasan 
Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 namun dikarenakan  pertimbangan Mahkamah berdampak 
terhadap Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU  42/1999, maka terhadap frasa “kekuatan 
eksekutorial” dan frasa “sama dengan  putusan pengadilan yang berkekuatan hukum 
tetap” dalam Penjelasan norma Pasal  15 ayat (2) dengan sendirinya harus disesuaikan 
dengan pemaknaan yang menjadi  pendirian Mahkamah terhadap norma yang terdapat 
dalam Pasal 15 ayat (2) UU  42/1999 dengan pemaknaan “terhadap jaminan fidusia yang 
tidak ada kesepakatan  tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara 
sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur 
hukum dalam  pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan 
berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan 
hukum  tetap”, sebagaimana selengkapnya akan dituangkan dalam amar putusan perkara 
a quo. Oleh karena itu tata cara eksekusi sertifikat jaminan fidusia sebagaimana yang 
diatur dalam ketentuan lain dalam Undang-Undang a quo, disesuaikan dengan Putusan 
Mahkamah a quo;” 

         Selanjutnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, 
Mahkamah kembali menegaskan terkait dengan isu konstitusional kekuatan eksekutorial 
sertifikat jaminan fidusia dengan pertimbangan sebagai berikut: 

“[3.14.2] Bahwa setelah mencermati seluruh uraian pertimbangan putusan di atas, 
menurut Mahkamah pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
18/PUU-XVII/2019 telah mempertimbangkan secara yuridis dan menjawab secara 
komprehensif isu konstitusionalitas yang dipermasalahkan oleh Pemohon, khususnya 
berkaitan dengan eksekusi sertifikat jaminan fidusia. Lebih jauh dalam pertimbangan 
hukum perkara tersebut telah pula dengan jelas dinyatakan pelaksanaan eksekusi 
sertifikat jaminan fidusia apabila berkenaan dengan cidera janji oleh pemberi hak fidusia 
(debitur) terhadap kreditur masih belum diakui oleh debitur adanya cidera janji 
(wanprestasi) dan debitur keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang 
menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh 
melakukan eksekusi sendiri secara paksa melainkan harus mengajukan permohonan 
pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri dan hal ini telah ternyata tidak terbukti 
menjadikan tidak memberikan perlidungan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh 
Pemohon dalam perkara a quo. Sebaliknya, hal demikian justru memberikan perlindungan 
hukum kepada pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian fidusia. Sebab, pada sebuah 
perjanjian Jaminan Fidusia yang objeknya adalah benda bergerak dan/atau tidak 
bergerak sepanjang tidak dibebani hak tanggungan dan subjek hukum yang dapat 
menjadi pihak dalam perjanjian dimaksud (kreditur dan debitur), maka perlindungan 
hukum yang berbentuk kepastian hukum dan keadilan harus diberikan terhadap ketiga 
unsur yaitu kreditur, debitur, dan objek hak tanggungan. 
 
[3.14.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak 
memahami secara utuh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam 
kaitannya dengan kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia. Adanya ketentuan tidak 
bolehnya pelaksanaan eksekusi dilakukan sendiri melainkan harus mengajukan 
permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri pada dasarnya telah 
memberikan keseimbangan posisi hukum antara debitur dan kreditur serta menghindari 
timbulnya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan eksekusi. Adapun pelaksanaan 
eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri sesungguhnya hanyalah 
sebagai sebuah alternatif yang dapat dilakukan dalam hal tidak ada kesepakatan antara 
krediturdan debitur baik berkaitan dengan wanprestasi maupun penyerahan secara 
sukarela objek jaminan dari debitur kepada kreditur. Sedangkan terhadap debitur yang 
telah mengakui adanya wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan 
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fidusia, maka eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan oleh kreditur atau bahkan debitur 
itu sendiri;” 

          Selanjutnya menurut Mahkamah pertimbangan hukum sebagaimana dikutip dalam 
Paragraf diatas yang pada pokoknya berasal dari pertimbangan Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-
XIX/2021 telah cukup terang benderang menjawab isu konstitusional yang dipersoalkan oleh 
para Pemohon dalam perkara a quo, sehingga menurut Mahkamah para Pemohon 
seharusnya bisa memahami secara utuh kedua putusan Mahkamah a quo sehingga 
kekhawatiran para Pemohon mengenai adanya ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi 
debitur ataupun kreditur pasca kedua putusan Mahkamah tersebut, tidaklah akan terjadi. 
Sebab, pada prinsipnya Mahkamah telah memberikan alternatif (pilihan) jika dalam 
pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia apabila berkenaan dengan cidera janji oleh 
pemberi hak fidusia (debitur) terhadap kreditur masih belum diakui oleh debitur adanya 
cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda 
yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak 
boleh melakukan eksekusi sendiri secara paksa, melainkan harus mengajukan permohonan 
pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri. Dengan demikian, permohonan 
pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri merupakan alternatif (pilihan) bukan 
merupakan hal yang bersifat wajib sebagai satu-satunya dalam pelaksanaan eksekusi 
jaminan fidusia sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon.   

           Hal lain yang juga dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah bahwa apabila eksekusi 
jaminan fidusia “wajib” dilakukan hanya oleh pengadilan sebagaimana yang dimohonkan 
oleh para Pemohon hal tersebut justru akan menghilangkan sifat dasar dari fidusia itu sendiri 
yakni adanya sifat “parate eksekusi”, di mana kreditur atau penerima fidusia dengan 
kekuasaannya sendiri dapat melakukan penjualan dan atau melelang objek jaminan fidusia. 
Hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari sifat objek jaminan fidusia yang berupa benda 
bergerak sehingga tata cara pelaksanaan eksekusinya bersifat sederhana pula. Terlebih 
apabila yang dimohonkan oleh para Pemohon dikabulkan, hal tersebut justru akan 
berdampak terhadap menumpuknya jumlah permohonan pelaksanaan eksekusi fidusia 
kepada pengadilan negeri dan dapat menyebabkan lamanya waktu penyelesaian eksekusi 
tersebut dan pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan 
bagi para pihak baik pemberi hak fidusia (debitur) dan penerima hak fidusia (kreditur) yang 
telah mengikatkan dirinya dalam perjanjian jaminan fidusia. Oleh karena itu, tidak terdapat 
persoalan konstitusionalitas terhadap Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999. Artinya, 
apabila permohonan para Pemohon dikabulkan maka secara fundamental akan menggeser 
pendirian Mahkamah yang telah memaknai Penjelasan a quo dalam Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah tidak 
beralasan menurut hukum.  

          Selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon. 
Menurut Mahkamah, berkenaan dengan uraian anggapan kerugian hak konstitusionalnya, 
para Pemohon telah ternyata tidak dapat menguraikan secara spesifik hubungan sebab 
akibat (causal verband) antara berlakunya pasal yang dimohonkan pengujian yang dianggap 
merugikan hak konstitusional para Pemohon sebagai warga negara Indonesia, in casu 
mahasiswa yang secara spesifik atau aktual atau setidak-tidaknya potensial akibat Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
2/PUU-XIX/2021 yang telah memaknai Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 sepanjang 
frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak 
dimaknai “terhadap jaminan fidusia  yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan 
debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka 
segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan 
Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan 



4 

 

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”. Selain itu, Mahkamah tidak dapat 
meyakini para Pemohon secara aktual maupun potensial mengalami kerugian konstitusional 
karena berlakunya pasal a quo karena yang dijadikan bukti oleh Pemohon hanya kartu 
mahasiswa yang menjelaskan sebagai mahasiswa yang memiliki perhatian terhadap isu 
ketidakpastian hukum, khususnya terkait jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-
XIX/2021. Mahkamah juga tidak menemukan bukti lain yang dapat menunjukkan para 
Pemohon sebagai mahasiswa juga berperan aktif melakukan pendampingan terhadap 
masyarakat yang mengalami kerugian konstitusional akibat adanya Putusan Mahkamah 
Konstitusi tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah para Pemohon 
tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; 

            Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya 
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. 

 

 


